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Abstrak
 

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk

mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang

mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah,

Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang

oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek

masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang

menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris

harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk

melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian

yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan

hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui

data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas

Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih

terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi

apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis

Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap

masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

<hr>The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee

Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and

obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas

Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the

community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that

harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the

supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes

of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of

normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from

the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to

describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is
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without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion

that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the

protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority

to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of

the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the

protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the

existing rules.


